
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :     1   TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN 

MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya 

membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan 

masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong 

terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji 

lainnya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1950  tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten 

Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon 

Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3274); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ 

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan 

Barang-barang dalam Pengawasan  (Lembaran Negara Tahun 1962 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 

Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri  (Lembaran 

Negara Tahun 1986 Nomor  23, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3330); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha 

Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor  25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3596); 

12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/II/1978 

tentang Pendaftaran Minuman; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang 

Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang 

Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 

tentang Minuman Keras; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 282/Menkes/SK/98 tentang 

Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan 

Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 

KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan 

Penggolongan Hotel; 

21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 

KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan 

Penggolongan Restoran; 

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

634/MPP/Kep/IX/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pengawasan Barang/Jasa yang Beredar di Pasar; 
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 

1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran 

Daerah  Tahun 1987 Nomor 5 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN 

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN 

MEMABUKKAN LAINNYA. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati  Kulon Progo. 

4. Instansi-Instansi adalah lembaga perangkat Daerah-lembaga 

perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan 

di bidang kesehatan, perdagangan, dan kesekretariatan penegakan 

Peraturan Daerah. 
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5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 

Peraturan Daerah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Desa dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, 

bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol 

yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) dan penyulingan 

(destilasi) atau peragian  tanpa penyulingan, dengan cara 

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan 

bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur 

konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman 

dengan ethanol. 

8. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara 

tertentu dari bahan beralkohol dengan bahan lain atau bahan lain 

dengan bahan lainnya yang bukan bahan beralkohol , sehingga 

menjadi  minuman memabukkan lainnya. 

9. Minuman memabukkan lainnya adalah segala jenis minuman yang 

apabila diminum mengakibatkan tingkat kesadaran seseorang 

menjadi berkurang atau terganggu, sehingga mempunyai 

kecenderungan menggangu ketenteraman dan ketertiban . 

10. Hotel  adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran. 


